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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic led to policies on restrictions on community activities and 

routines, namely the implementation of work from home and work form office 

systems. The policy caused employees of the state civil apparatus to experience a 

decrease in performance. The implementation of work from home is also applied in 

The Government Public Relations of The Special Region of Yogyakarta. In contrast 

to government agencies that experience a decrease in performance, The 

Government Public Relations of The Special Region of Yogyakarta managed to 

maintain and even improve their performance achievements amid the conditions of 

changes in the work system. This research aims to analyze the organizational 

information system of The Government Public Relations of The Special Region of 

Yogyakarta in the era of the Covid-19 pandemic and analyze the inhibiting and 

supporting factors in the system. The theory used in this research is organizational 

information theory. This research uses case study methods with a qualitative 

approach. The results of this study showed that the organizational information 

system of The Government Public Relations of The Special Region of Yogyakarta 

in the era of the Covid-19 pandemic was running quite well. In the system also 

found three inhibitory factors and three supporting factors.  

Keywords: Covid-19 pandemic, Government public relations, Organizational 

information theory, Special region of Yogyakarta, Work from home 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wabah virus corona masih terus melanda masyarakat dunia. Sejak 

kemunculannya pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China hingga pada 

tanggal 11 Maret 2020 lalu WHO (World Health Organization) telah 

menetapkan virus Covid-19 sebagai pandemi global. Berdasarkan data 

nasional terbaru 1 Desember 2021 pada website resmi pemerintah terkait 

Covid-19 total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4.256.409 kasus, 

tercatat sebanyak 7.922 kasus aktif, 143.830 kasus meninggal dunia, dan 

4.104.657 kasus sembuh (COVID-19, 2021). Pandemi Covid-19 

memunculkan berbagai perubahan yang signifikan pada tatanan kehidupan. 

Adanya kebijakan pada pembatasan aktivitas dan rutinitas masyarakat 

menjadi salah satu solusi pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran 

virus yang semakin meluas. Belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah 

menciptakan tatanan normal baru dimana aktivitas dan rutinitas masyarakat 

tetap berjalan di tengah situasi pandemi dengan penerapan protokol 

kesehatan yang diberlakukan.  

Perubahan sistem kerja diterapkan pada seluruh perusahaan, baik 

swasta maupun negeri, dan seluruh lembaga negara di Indonesia. Perubahan 

tersebut mengharuskan pegawai untuk bekerja dari rumah atau biasa disebut 

dengan istilah WFH (Work From Home). WFH merupakan salah satu 
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bentuk dari flexible working, yaitu sebuah konsep sistem kerja jarak jauh. 

Flexible working sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia kerja di 

Indonesia. Sejak merebaknya bisnis startup, sistem kerja jarak jauh ini 

sudah menjadi sebuah budaya baru dalam bekerja (Berliana, 2020). 

Sedangkan pada lembaga pemerintah, pelaksanaan kebijakan WFH tersebut 

merupakan hal yang baru. Absensi dan kehadiran masih menjadi tolak ukur 

produktivitas yang utama bagi birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, 

pelaksanaan kebijakan WFH bukan perkara yang mudah bagi ASN 

(Aparatur Sipil Negara).  

Kebijakan WFH bagi ASN dimulai sejak bulan Maret 2020, setelah 

adanya penetapan darurat kesehatan masyarakat oleh Pemerintah yang 

diakibatkan oleh Covid-19. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh 

Kementerian PANRB melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No 19 

Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN 

dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. Masa pelaksanaan WFH bagi ASN sesuai SE Menpan RB No 

19 Tahun 2020 berakhir pada 31 Maret 2020, kemudian dilakukan 

perubahan SE beberapa kali hingga pada tanggal 29 Mei 2020, dikeluarkan 

SE MenpanRB No 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN 

dalam Tatanan Normal Baru. SE tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut 

dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal 

baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan 

kesehatan dan keselamatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan 
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perubahan sistem kerja pegawai ASN agar dapat beradaptasi terhadap 

perubahan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Penyesuaian 

sistem kerja dimaksud dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan 

lokasi bekerja bagi pegawai ASN yang meliputi: 1) Pelaksanaan tugas 

kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan/atau 2) Pelaksanaan tugas 

kedinasan di rumah/ tempat tinggal (work from home/WFH) (Ma’rifah, 

2020). 

Kondisi pandemi Covid-19 menjadi faktor utama terjadinya 

perubahan sistem kerja yang diwujudkan dalam penerapan kebijakan WFH. 

Dimana kebijakan tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh 

pemerintah sehingga tidak sedikit pegawai ASN yang mengalami 

penurunan kinerja, baik secara individu maupun secara keseluruhan. 

Penurunan kinerja tersebut sudah sewajarnya terjadi karena dalam 

menjalankan kebijakan baru tentu dibutuhkan adaptasi dan penyesuaian 

yang tidak mudah. Dilansir dari situs Kompas berdasarkan survei 

Litbang Kompas pada 22-24 April 2020, kekhawatiran terbesar publik di 

tengah pandemi Covid-19 ialah kesulitan mencari bahan pokok (38 persen). 

Kekhawatiran lain, di antaranya menurunnya profesionalitas aparatur sipil 

negara (9,2 persen), tidak mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas 

(23 persen), tidak dapat mengurus surat-menyurat dan perizinan yang 

berdampak pada bisnis (8 persen), serta tidak mendapatkan pekerjaan (7,3 

persen) (Harbowo, 2020) .  
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Berdasarkan artikel yang dilansir dari situs Ombudsman Republik 

Indonesia menyatakan data Kemenpan RB yang dirilis Harian Kompas 

mencatat bahwa, seiring pemberlakuan WFH bagi aparatur sipil negara 

terdapat keluhan mengenai terganggunya pelayanan publik. Keluhan paling 

banyak terkait pelayanan administrasi kependudukan (153 laporan), dari 

total 348 laporan, disusul pelayanan kelistrikan (116 laporan), perpajakan 

(40 laporan), perizinan (20 laporan), keimigrasian (11 laporan), serta 

minyak dan gas (8 laporan). Dari data di atas memberi gambaran tingginya 

akses warga masyarakat terhadap pelayanan publik di tengah pandemi 

Covid-19 tidak berbanding linear dengan kepastian pelayanan yang 

diperoleh, hal ini tercermati pada komplain pelayanan publik yang 

mengalami kenaikan. Komplain dengan mekanisme voice merupakan satu-

satunya alternatif yang digunakan untuk mengeluhkan pelayanan yang 

bersifat publik, sekaligus kontrol terhadap aparatur pemerintah untuk 

memberikan pelayanan yang akuntabel. Menilai capaian kinerja menurut 

Simanjuntak yaitu membandingkan kesesuaian antara pencapaian hasil 

dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Dalam artian apabila hasil kerja 

aparatur/unit organisasi selama pemberlakukan kebijakan ASN work from 

home tidak sesuai dengan tolak ukur yang seharusnya dicapai, maka dapat 

dikatakan aparatur berkinerja rendah selama memberikan pelayanan dari 

rumah (Kanisius, 2020). 

Pelaksanaan kebjiakan WFH tentu diterapkan juga di lembaga 

negara tingkat daerah, salah satunya pada Humas Pemerintah Daerah 
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Istimewa Yogyakarta. Dengan presentase 25% pegawai ASN melaksanakan 

tugas kedinasan di kantor dan 75% pegawai ASN melaksalanan tugas 

kedinasan di rumah. Presentase tersebut dapat berubah seiring dengan 

kebijakan yang menyesuaikan zona daerah. Humas Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan 

informasi bagi masyarakat, melakukan komunikasi publik, mengelola 

media humas, melaksanakan media relations dan media monitoring, serta 

mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dengan seluruh tugas tersebut yang sebelumnya para 

pegawai dapat melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatannya secara 

langsung dengan bertatap muka, saat ini lebih banyak dilakukan secara jarak 

jauh dengan sistem daring. Humas Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta juga mengalami banyak kendala di awal penyesuaian pada 

perubahan sistem kerja tersebut. Namun, mau tidak mau hal itu tetap harus 

dijalankan dengan tanggap menyesuaikan keadaan.  Dengan demikian 

Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya juga merasakan 

dampak dari adanya perubahan sistem kerja.  

Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya 

melakukan yang terbaik demi tidak tergerus oleh perubahan yang ada untuk 

tetap mampu menjalakan setiap tugasnya. Karena salah satu tugas utama 

Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah memberikan 

pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat terlebih pada era 

pandemi ini masyarakat bergantung pada setiap informasi yang diberikan 
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oleh pemerintah tentunya seluruh informasi yang diterima dari berbagai 

sumber, baik itu dari pihak internal maupun eksternal, oleh Humas 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian nantinya akan 

dijadikan sebagai informasi yang dapat dikonsumsi oleh publik proses 

pemilahan informasi tersebut harus dilakukan dengan selektif dan hati-hati. 

Hal tersebut terus diupayakan hingga pada tahun 2021 Humas Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan tiga penghargaan bergengsi. 

Dalam Islam sendiri telah menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan 

mengubah keadaaan suatu kaum hingga mereka sendirilah yang mengubah 

keadaaan tersebut. Seperti yang terkandung pada QS. Ar-Ra’d (13) ayat 11: 

 

  مُعَق ِّبٰت   لهَ  
ن   ن   يدَيَ هِّ  بيَ نِّ  م ِّ فِّه   وَمِّ نهَ   خَل  فَظُو  ن   يَح  رِّ  مِّ  امَ 

م   مَا يغُيَ ِّرُ  لَ  اٰللَّ  اِّن  ۗ اٰللِّّ  ا حَتىٰ بِّقوَ  م ۗ  مَا يغُيَ ِّرُو  هِّ  وَاِّذاَ   بِّانَ فسُِّ

م   اٰللُّ  ارََادَ  ءًا بِّقوَ  ن   لهَُم   وَمَاۚ لهَ   مَرَد   فلََ  سُو ْۤ نِّه   م ِّ ن   دوُ  ال   مِّ  و 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia” (QS Ar-Ra’d: 11) (Mundzir, 2019). 
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Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa manusia bebas memilih 

untuk melakukan perubahan atau tidak terhadap keadaan yang 

menimpanya. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang 

terbaik dari segala ciptaan-Nya dengan dianugerahkan akal dan nafsu pada 

setiap manusia. Begitu pula yang terjadi pada Humas Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang diberikan dua pilihan apakah dalam 

menjalankan kebiajakan WFH akan tergerus keadaan atau memperbaiki 

keadaan tersebut dan akhirnya Humas Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta memilih untuk melakukan perubahan pada keadaan yang 

menimpanya dengan melakukan berbagai upaya demi mendapatkan hasil 

yang baik dari adanya perubahan pada sistem kerja di tengah kondisi 

pandemi. 

Penghargaan pertama pada 31 Maret 2021 lalu Humas Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta meraih Gold Winner di ajang PR Indonesia 

Award 2021 kategori kanal digital sub kategori website. Penghargaan kedua 

pada 10 Juni 2021 lalu Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

meraih Silver di ajang Humas Entrepreneur Award 2021 kategori humas 

pemerintah provinsi. Dan penghargaan ketiga pada 4 November 2021 lalu 

Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meraih Juara 1 di ajang 

Anugerah Media Humas 2021 kategori media sosial. Terdapat peningkatan 

pada penghargaan yang didapatkan Humas Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta di tahun 2021 karena pada tahun 2019 lalu di ajang dan kategori 

yang sama yaitu Anugerah Media Humas 2019 kategori media sosial Humas 
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Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mendapatkan juara 3. Hal 

ini membuktikan bahwa Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja mereka di 

tengah kondisi perubahan sistem kerja yang terjadi di era pandemi.  

Mengetahui keberhasilan Humas Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta tersebut ditengah adanya penurunan kinjera ASN pada berbagai 

instansi yang lain, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Organizational Information Pada Humas Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta di Era Pandemi Covid-19”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem informasi organisasi pada Humas Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta di era pandemi Covid-19? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pada sistem 

informasi organisasi Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

di era pandemi Covid-19? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis sistem informasi organisasi pada Humas 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di era pandemi Covid-19. 

2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung pada sistem 

informasi organisasi Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

di era pandemi Covid-19. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan 

keilmuan pada bidang Ilmu Komunikasi, khususnya pada bidang 

Komunikasi Organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

ingin melakukan penelitian seperti para akademisi dan praktisi. 

b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi Humas Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta terkait sistem informasi organisasi 

yang dilaksanakan di era pandemi Covid-19.  

E. Tinjauan Pustaka 

Telaah pustaka penting dilakukan guna mengetahui dimana 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang 

sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti telah menemukan tiga 

penelitian yang dijadikan sebagai referensi.  

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian 

Ramadani, Puji lestari, dan M. Edy Susilo, ketiga mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 

yang berjudul “Audit Komunikasi Organisasi Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI) Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis proses pelaksanaan audit komunikasi organisasi pada 

Organisasi WALHI Yogyakarta terhadap peningkatan sistem organisasi 



 

10 
 

untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Hasil dari penelitian ini 

menggambarkan proses pelaksanaan audit komunikasi organisasi WALHI 

Yogyakarta sudah berjalan cukup baik. 

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Salsabila 

Pratiwi dan Yayu Sriwartini, dua mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Nasional, yang berjudul “Manajemen Komunikasi INFID 

Dalam Pendampingan Pemda Kabupaten Cirebon dan Kota Yogyakarta 

Mencapai Sustainable Development Goals”. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan atau pengarahan serta pengendalian dari sisi komunikasi 

sebagai upaya untuk pendampingan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon 

dan Yogyakarta yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen komunikasi yang dilakukan 

INFID melibatkan multipihak baik dari pemerintah ataupun organisasi non 

pemerintah lainnya dan dengan cara kerja SDGs. 

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Christin Hani 

dan Roswita Oktaviani, dua mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Tarumanagara, yang berjudul “Proses Organisasi Informasi 

Covid-19 Pada Media Sosial Instagram Kementrian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses organisasi informasi dilingkungan organisasi Kemenkominfo saat 

pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kemenkominfo 

melakukan proses penetapan dengan cara menginterpretasikan informasi 



 

11 
 

antara subbagian media online dan pemberitaan dengan cara evaluasi 

informasi. 

Tabel 1. Tinjauan Pustaka 

Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Dian 

Ramadani, 

Puji 

lestari, dan 

M. Edy 

Susilo. 

Audit Komunikasi 

Organisasi Wahana 

Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI) 

Yogyakarta. 

Jurnal Komunikasi 

ASPIKOM Vol. 2, 

No. 4, Tahun 2015. 

Sumber:  

http://jurnalaspikom.

org/index.php/aspiko

m/article/view/78  

Hasil dari 

penelitian ini 

menggambarkan 

proses 

pelaksanaan 

audit 

komunikasi 

organisasi 

WALHI 

Yogyakarta 

sudah berjalan 

cukup baik. 

 

Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

Organizational 

Information 

Theory. Metode 

penelitian yang 

digunakan adalah 

penelitian 

kualitatif. 

 

Subjek pada 

penelitian ini 

adalah Wahana 

Lingkungan 

Hidup Indonesia 

(WALHI) 

Yogyakarta. 

Objek pada 

penelitian ini 

adalah Audit 

Komunikasi 

Organisasi 

Wahana 

Lingkungan 

Hidup Indonesia 

Yogyakarta. 

 

Salsabila 

Pratiwi 

dan Yayu 

Sriwartini. 

Manajemen 

Komunikasi INFID 

Dalam 

Pendampingan 

Pemda Kabupaten 

Cirebon dan Kota 

Yogyakarta 

Mencapai 

Sustainable 

Development Goals. 

Jurnal Ilmiah 

Indonesia Vol. 5, 

No. 9, Tahun 2020. 

Sumber: 

https://jurnal.syntaxli

terate.co.id/index.ph

p/syntax-

literate/article/view/

1584  

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

manajemen 

komunikasi 

yang dilakukan 

INFID 

melibatkan 

multipihak baik 

dari pemerintah 

ataupun 

organisasi non 

pemerintah 

lainnya dan 

dengan cara 

kerja SDGs. 

Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

Organizational 

Information 

Theory. Metode 

penelitian yang 

digunakan adalah 

penelitian 

kualitatif. 

 

Subjek pada 

penelitian ini 

adalah 

International 

NGO Forum on 

Indonesian 

Development. 
Objek pada 

penelitian ini 

adalah 

Manajemen 

Komunikasi 

INFID Dalam 

Pendampingan 

Pemda 

Kabupaten 

Cirebon dan 

Kota 

Yogyakarta 

http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/78
http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/78
http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/78
https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/1584
https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/1584
https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/1584
https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/1584
https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/1584
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Sumber: Olahan Peneliti 

F. Landasan Teori 

1. Komunikasi Organisasi 

a. Pengertian Komunikasi Organisasi 

R. Wayne Pace dan Don F. Faules dalam (Silviani, 2020) 

mengemukakan definisi fungsional komunikasi organisasi sebagai 

pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi 

yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu 

organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki 

antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. 

Mencapai 

Sustainable 

Development 

Goals. 

Christin 

Hani dan 

Roswita 

Oktaviani. 

Proses Organisasi 

Informasi Covid-19 

Pada Media Sosial 

Instagram 

Kementrian 

Komunikasi dan 

Informatika 

Republik Indonesia. 

Jurnal Untar 

Koneksi Vol. 5, No. 

1, Tahun 2021. 

Sumber: 

https://journal.untar.

ac.id/index.php/kone

ksi/article/view/1018

9  

 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

Kemenkominfo 

melakukan 

proses 

penetapan 

dengan cara 

menginterpretasi

kan informasi 

antara subbagian 

media online 

dan pemberitaan 

dengan cara 

evaluasi 

informasi. 

 

Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

Organizational 

Information 

Theory. Metode 

penelitian yang 

digunakan adalah 

penelitian 

kualitatif. 

 

Subjek pada 

penelitian ini 

adalah 

Kementrian 

Komunikasi dan 

Informatika 

Republik 

Indonesia. 

Objek pada 

penelitian ini 

adalah Proses 

Organisasi 

Informasi 

Covid-19 Pada 

Media Sosial 

Instagram 

Kementrian 

Komunikasi dan 

Informatika 

Republik 

Indonesia. 

https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/10189
https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/10189
https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/10189
https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/10189
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Goldhaber dalam (Silviani, 2020) menyebutkan bahwa komunikasi 

organisasi dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, seperti 

berikut: 

1) Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem 

terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh 

lingkungannya. 

2) Komunikasi organisasi pesan dan saluran, arah, tujuan, 

dan media. 

3) Komunikasi organisasi melibatkan orang-orang, sikap 

mereka, perasaan, hubungan dan keterampilan. 

b. Komponen Komunikasi Organisasi 

Unit komunikasi organisasi adalah hubungan antar manusia 

dalam kedudukan-kedudukan yang ada di dalam organisasi tersebut. 

Unit dasar dalam komunikasi organisasi adalah seseorang dalam 

sebuah kedudukan. Posisi dalam kedudukan menentukan 

komunikasi dalam kedudukan-kedudukan. Komunikasi muncul 

apabila seseorang mewujudkan suatu pesan dan yang lain 

menguraikannya kemudian menjadi sebuah “pertunjukkan” dan 

mewujudkan pesan baru (Silviani, 2020).  

Goldhaber dalam (Silviani, 2020) mengemukakan tujuh 

komponen komunikasi organisasi, sebagai berikut: 

1) Proses (Process) 



 

14 
 

Proses adalah kegiatan mewujudkan pesan dan 

melakukan pertukaran pesan satu sama lain yang 

berjalan terus-menerus dan tidak berhenti.  

2) Pesan (Message) 

Pesan adalah susunan tanda yang memiliki makna 

tentang manusia, objek, dan peristiwa yang dihasilkan 

oleh sebuah interaksi dengan orang lain. 

3) Jaringan (Network) 

Jaringan adalah set jalan kecil yang dilalui dalam 

proses perwujudan dan pertukaran pesan antar manusia.  

4) Keadaan Saling Tergantung (Interdependence) 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan bagian 

yang saling bergantung dengan bagian yang lain. Hal ini 

telah menjadi sifat sebuah organisasi yang merupakan 

suatu sistem terbuka.  

5) Hubungan (Relationship) 

Hubungan adalah interaksi antar manusia di dalam 

sebuah organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka 

dan sistem kehidupan sosial.  

6) Lingkungan (Environment) 

Lingkungan adalah keseluruhan secara fisik dan 

faktor sosial diperhitungkan dalam perwujudan 

keputusan terkait individu dalam suatu sistem. 
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7) Ketidakpastian (Uncertainly) 

Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang ada 

dengan informasi yang diingkan.  

c. Tujuan Komunikasi Organisasi 

Liliweri dalam (Silviani, 2020) mengemukakan bahwa ada 

empat tujuan komunikasi organisasi, yaitu: 

1) Menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat 

Para pemimpin organisasi dan anggotannya dapat saling 

menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat 

sehubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka 

lakukan.  

2) Membagi informasi 

Seluruh aparatur orgaisasi dapat saling membagi 

informasi dan memberi makna yang sama atas visi, misi, 

tugas pokok, fungsi organisasi, sub organisasi, individu, 

maupun kelompok kerja dalam organisasi.  

3) Menyatakan perasaan dan emosi 

Para pemimpin dan anggota organisasi dapat saling 

bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan dan 

emosi.  

4) Kegiatan koordinasi 

Bertujuan mengkoordinasi sebagian atau seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 
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organisasi yang telah dibagi habis ke dalam bagian atau 

sub bagian organisasi. 

d. Fungsi Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi 

umum dan fungsi khusus. Berikut fungsi umum komunikasi 

organisasi (Silviani, 2020): 

1) Komunikasi berfungsi untuk menceritakan informasi 

terkini. 

2) Komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, 

pendapat, fakta, termasuk menjual sikap organisasi dan 

sikap tentang sesuatu yang merupakan subyek layanan. 

3) Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

para pegawai agar mereka bisa belajar dari orang lain 

(internal). 

4) Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan 

bagaimana organisasi membagi pekerjaan. 

Berikut fungsi khusus komunikasi organisasi (Silviani, 

2020): 

1) Untuk mewujudkan para pegawai terlibat dalam isu-isu 

organisasi, lalu menafsirkannya ke dalam kegiatan 

tertentu dibawah sebuah instruksi. 
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2) Untuk mewujudkan para pegawai dapat membuat dan 

mengurus relasi satu sama lain bagi peningkatan produk 

organisasi. 

3) Untuk mewujudkan para pegawai memiliki kecakapan 

pada pengambilan keputusan-keputusan dalam suasana 

yang tidak pasti.  

2. Organizational Information Theory  

a. Pengertian Organizational Information Theory  

Organizational information theory merupakan teori turunan 

dari teori komunikasi organisasi. Karl Weick dalam (Mahyuddin 

dkk., 2021) menjelaskan sebuah proses yang disebut dengan 

pengorganisasian. Teori pengorganisasian ini diterapkan untuk 

menjelaskan bahwa organisasi adalah sebuah proses hidup. Weick 

menyamakan proses pengorganisasian sebagai proses informasi. 

Informasi merupakan material dasar dalam organisasi tapi 

kenyatannya teori organisasi sering samar (equivocal).  

Organizational information theory menggunakan 

komunikasi sebagai sebuah dasar bagi pengorganisasian dan 

memberikan sebuah pemikiran untuk memahami bagaimana 

manusia berorganisasi. Organisasi bukanlah sususan yang terbentuk 

oleh posisi dan peranan, tapi oleh kegiatan komunikasi. 

Organizational information theory juga sigfinikan dalam bidang 

komunikasi sebab menurutnya komunikasi adalah dasar human 
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organizing dan memberikan pemahaman rasional bagaimana 

mengorganisir orang. Organisasi tidak membuat struktur dari posisi 

dan peran, tetapi kegiatan komunikasi. Interaksi yang dibentuk 

organisasi pada tindakan, atau statement atau perilaku dari individu. 

Kegiatan organisasi memiliki fungsi untuk mengurangi 

ketidakjelasan pada informasi (Sakarili, 2016).  

Weick dalam (Kunandar, 2019) menyatakan bahwa 

organisasi dan lingkungan di sekitarnya berubah begitu cepat. Oleh 

karena itu, organisasi tidak bisa terus melakukan cara-cara lama 

dalam menjalankan kegiatannya. Dalam sumber daya manusia 

misalnya, perubahan bisa mencakup adanya pergantian tugas, 

dihilangkannya satu posisi pekerjaan dan diganti dengan posisi yang 

lain, termasuk pengurangan dan penambahan personil. Dengan 

demikian, fokus organizational information theory adalah pada 

komunikasi informasi yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan sebuah organisasi.  

Tidak seluruh bagian dalam organisasi memiliki semua 

informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. 

Oleh karena itu dibutuhkan informasi dari bagian yang lainnya. 

Pengetahuan ini biasanya berasal dari berbagai sumber. Akan tetapi, 

tugas pengolahan informasi tidak selesai hanya dengan 

mengumpulkan informasi. Namun, menguraikan dan 

mendistribusikan informasi yang didapat tersebut (Kunandar, 2019). 
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Weick dalam (Wijayanti dkk., 2015) berpendapat bahwa organisasi 

bergantung pada informasi agar seluruh sistem yang ada dapat 

berjalan dengan baik serta terjalin hubungan yang komunikatif 

sehingga tujuan organisasi nantinya dapat tercapai.  

b. Konsep Utama Organizational Information Theory 

Organizational information theory berisi sejumlah konsep kunci 

yang penting dipahami. Konsep ini adalah (Kunandar, 2019): 

1) Lingkungan Informasi (Information Environment) 

Lingkungan informasi merupakan konsep inti dalam 

memahami bagaimana terbentuknya organisasi dan 

bagaimana mereka memproses informasi. Organisasi 

memiliki dua tugas utama untuk berhasil mengelola berbagai 

informasi. Pertama, organisasi harus menafsirkan informasi 

eksternal yang ada di lingkungan mereka. Kedua, organisasi 

harus melakukan koordinas pada informasi tersebut untuk 

membuatnya lebih bermakna bagi anggota organisasi dan 

tujuan organisasi. Proses interpretasi ini mengharuskan 

organisasi untuk mengurangi ketidakjelasan atau mengubah 

ketidakjelasan informasi agar lebih bermakna.  

2) Aturan (Rules) 

Aturan merupakan pedoman untuk melakukan 

analisis. Aturan ini mencakup durasi, personil, kesuksesan, 

dan usaha.  
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a) Durasi (Duration) 

Aturan durasi adalah aturan yang dibuat oleh 

organisasi untuk melaksanakan kegiatan 

komunikasi dalam memproses suatu informasi 

yang dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.  

b) Personil (Personel) 

Aturan personil adalah aturan organisasi yang 

menyatakan bahwa pekerja yang paling 

berpengetahuanlah yang harus menyelesaikan 

proses pengurangan ketidakjelasan pada suatu 

informasi.  

c) Kesuksesan (Succes) 

Aturan suskes adalah aturan organisasi yang 

telah dilakukan dan terbukti sukses digunakan 

pada masa lampau akan digunakan untuk 

mengurangi ketidakjelasan pada suatu informasi 

saat ini.  

d) Usaha (Effort) 

Aturan usaha adalah aturan organisasi yang 

menyatakan bahwa keputusan mengenai 

ketidakjelasan harus dilakukan dengan total 

usaha paling sedikit.  

3) Siklus (Cycles) 
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Jika infomasi yang diterima sangat tidak jelas, 

organisasi dapat melakukan serangkaian perilaku 

komunikasi dalam upaya untuk mengurangi tingkat 

ketidakjelasannya. Weick menyebut sistem ini siklus 

perilaku. Siklus perilaku komunikasi yang digunakan untuk 

mengurangi ketidakjelasan meliputi tiga tahap (Kunandar, 

2019): 

a) Tindakan  

Tindakan merujuk pada pernyataan dan 

perilaku komunikasi yang digunakan oleh 

seseorang untuk menunjukkan ambiguitas. 

b) Respons  

Respons diartikan sebagai reaksi terhadap 

tindakan. Maksudnya respons yang mencari 

klarifikasi dalam pesan samar disampaikan 

sebagai akibat dari tindakan tersebut. 

c) Penyesuaian 

Sebagai hasil dari tanggapan tersebut, 

organisasi merumuskan respons dari hasil awal 

sebagai akibat dari penyesuaian yang dilakukan 

terhadap informasi awal yang diterima. 

Selain tindakan, respons, dan penyesuaian Weick 

menggunakan istilah double interaction loops yang artinya 
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konsep interaksi ganda untuk menggambarkan siklus 

tindakan, respons, dan penyesuaian dalam pertukaran 

informasi. Hal tersebut merujuk kepada siklus komunikasi 

ganda yang digunakan untuk membantu anggota organisasi 

dalam mengurangi ketidakjelasa pada suatu informasi 

(Kunandar, 2019). 

Konsep interaksi ganda ini penting untuk 

mengurangi ketidakjelasan pada suatu informasi sehingga 

anggota organisasi dapat memahami dan menggunakan 

informasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. 

Konsep interaksi ganda ini mengharuskan anggota 

organisasi untuk berkomunikasi satu dengan yang lain untuk 

mengurangi ketidakjelasan pada suatu informasi. Weick 

mengemukakan bahwa hubungan antara anggota organisasi 

lebih penting bagi proses pengorganisasian daripada 

pengetahuan yang dibawa oleh seorang anggota organisasi 

ke dalam organisasi (Kunandar, 2019).  

c. Fitur Utama Organizational Information Theory 

Fitur utama organizational information theory adalah 

ketidakjelasan (equivocality). Organisasi menggunakan tiga prinsip 

data berhadapan dengan ketidakjelasan (Kunandar, 2019):  

1) Prinsip Pertama 
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Organisasi harus menganalisis hubungan antara 

ketidakjelasan informasi, aturan yang dimiliki organisasi 

untuk menghilangkan ketidakjelasan dan siklus komunikasi 

yang harus digunakan. Jika sebuah informasi sangat samar, 

kemungkinan besar organisasi tersebut memiliki sedikit 

aturan untuk menangani ambiguitas tersebut. Akhirnya, 

organisasi harus menggunakan sejumlah besar siklus 

komunikasi untuk mengurangi tingkat ketidakjelasan pada 

suatu informasi.  

Organisasi akan memeriksa tingkat ketidakjelasan 

pada informasi yang diterima dan menentukan apakah aturan 

yang dimiliki memadahi yang dapat membantu menentukan 

siklus komunikasi yang harus digunakan untuk mengurangi 

ambiguitas. 

2) Prinsip Kedua 

Berkaitan dengan hubungan antara jumlah peraturan 

yang dibutuhkan dan jumlah siklus yang dapat digunakan 

untuk mengurangi ketidakjelasan. Jika organisasi memiliki 

beberapa aturan yang tersedia untuk membantu mengurangi 

ketidakjelasan, diperlukan beberapa siklus yang lebih besar 

untuk menyaring ambiguitas. 

3) Prinsip Ketiga 
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Berkaitan dengan hubungan langsung antara jumlah 

siklus yang digunakan dan jumlah ketidakjelasan yang 

tersisa. Semakin banyak siklus yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tambahan dan melakukan 

penyesuaian, semakin banyak ketidakjelasan yang akan 

dihapus.  

Proses pengurangan ketidakjelasan pada dasarnya adalah proses 

interpersonal dan terjadi melalui tahap berikut (Kunandar, 2019): 

1) Penerapan (Enactment) 

Penerapan mengacu pada bagaimana informasi akan 

diterima dan ditafsirkan oleh organisasi. Selama tahap ini, 

organisasi harus menganalisis input yang diterimanya untuk 

menentukan jumlah ketidakjelasan yang ada, dan untuk 

menetapkan makna pada informasi.  Aturan yang dimiliki 

organisasi harus ditinjau dalam pembuatan keputusan 

tentang cara organisasi akan menangani ketidakjelasan pada 

informasi tersebut.  

2) Seleksi (Selection) 

Ketika organisasi telah menggunakan berbagai 

peraturan dan siklus untuk menafsirkan masukan baru di 

lingkungan informasinya, harus dianalisis apa yang 

diketahui dan dipilih metode terbaik untuk mendapatkan 

informasi tambahan guna mengurangi tingkat 
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ketidakjelasan. Pada tahap pengorganisasian ini, kelompok 

diharuskan membuat keputusan tentang aturan dan siklus 

yang akan digunakan.  

3) Penyimpanan (Retention) 

Begitu organisasi telah meninjau kemampuannya 

untuk mengatasi ambiguitas, organisasi tersebut 

menganalisis keefektifan peraturan dan siklus komunikasi 

dan melakukan penyimpanan. Di tahap penyimpanan, 

organisasi menyimpan informasi untuk digunakan nanti. 

Selain itu, di tahap ini tugas organisasi juga melihat apa 

yang harus dihadapi dan apa yang harus diabaikan.  

d. Asumsi Dasar Organizational Information Theory 

Organizational information theory merupakan salah satu 

cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi 

yang membingungkan atau ambigu. Sejumlah asumsi mendasari 

teori ini (Kunandar, 2019): 

1) Organisasi manusia ada di lingkungan informasi.  

Asumsi pertama menyatakan bahwa organisasi 

begantungan pada informasi agar dapat berfungsi secara 

efektif dan dapat mencapai tujuan mereka. Weick 

memandang konsep lingkungan informasi berbeda dari 

lingkungan fisik tempat organisasi berada. Dia 
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menyatakan bahwa lingkungan informasi ini diciptakan 

oleh anggota organisasi.  

2) Informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal 

ketidakjelasan. 

Asumsi kedua berfokus pada ambiguitas yang ada 

dalam informasi. Pesan berbeda dalam hal 

pemahamannya. Suatu organisasi perlu menentukan 

anggota mana yang paling berpengetahuan atau 

berpengalaman dalam menangani informasi tertentu 

yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan rencana 

untuk memahami informasi tersebut. 

3) Organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi 

untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. 

Asumsi ketiga ini mengemukakan bahwa organisasi 

terlibat dalam kegiatan bersama untuk membuat 

informasi yang diterima lebih mudah dipahami. Weick 

melihat proses mengurangi ketidakjelasan sebagai 

aktivitas bersama di antara anggota organisasi, dan 

bukan tanggung jawab dari satu orang saja. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Olahan Peneliti  
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H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian 

yang hasilnya diperoleh melalui pendekatan naturalistik untuk 

memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif menggunakan 

pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman terkait 

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang 

holistis, kompleks, dan spesifik. Penelitian kualitatif dilakukan dengan 

karakteristik yang menguraikan suatu keadaan yang sebenarnya tetapi 

laporan yang dibuat merupakan laporan suatu kejadian dengan 

interpretasi ilmiah (Anggito & Setiawan, 2018).  

Studi kasus merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak 

mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan 

melibatkan pengumpulan berbagai sumber informasi. Melalui 

pendekatan ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus 

tersebut. Pendekatan ini juga dilakukan karena kasus tersebut begitu 

unik, penting dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada 

umumnya. Dengan memahami suatu kasus khusus secara mendalam 

maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan 

masyarakat, organisasi atau komunitas tertentu. Pemahaman kasus unik 
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tersebut akan memberikan masukan yang berguna bagi kelompok dan 

organisasi lain dalam mengatasi masalah yang dihadapi (Raco, 2018). 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang 

mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar 

peneltian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017). 

Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini adalah para pegawai 

Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel yaitu nonprobability sampling dengan teknik 

purposive. Nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi kesempatan pada setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Purposive 

merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti 

harapkan atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga 

memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Abdussamad, 

2021).  
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Tabel 2. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Ditya Nanaryo Aji, S.H., M.Ec.Dev Kepala Bagian Humas Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Pujo Sumedi, S.Kom., M.Si Kepala Subbagian Publikasi, 

Dokumentasi, dan Media Massa 

3. Anang Fitrianto Sapto Nugroho, 

S.Sos 

Kepala Subbagian Penyiapan Bahan 

Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 

4. Arif Lukman Hakim, S.E., M.A Anggota Subbagian Publikasi, 

Dokumentasi, dan Media Massa 

5. Intaningrum, S.Sos Anggota Subbagian Penyiapan Bahan 

Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi titik 

perhatian atau persoalan dari suatu penelitian yang akan 

dilakasanakan agar proses pengambilan data tersebut menjadi 

terarah (Fitrah & Luthfiyah, 2017). Dengan demikian, objek dalam 

penelitian ini adalah organizational information pada Humas 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di era pandemi Covid-19. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan 

oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari 

terwawancara. Peneliti menggunakan wawancara untuk menilai 

keadaan seseorang. Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang dilaksanakan melalui dialog dan tanya jawab dengan 

informan baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Hermawan, 2019).  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur. Jenis wawancara semi terstruktur dalam 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak terwawancara dimintai 

pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara jenis 

ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan (Abdussamad, 2021). Pada 

penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara semi terstruktur 

kepada informan yaitu para pegawai Humas Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b. Observasi 
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Observasi merupakan kegiatan pemuatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi 

adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian 

(Hermawan, 2019). Menurut Creswell dalam (Haryono, 2020) 

observasi merupakan sebuah proses pengumpulan informasi 

langsung tanpa ujung yang dilakukan dengan mengamati orang 

dan tempat di sebuah situs penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi 

partisipan sebagai pengamat. Jenis observasi ini merupakan 

observasi yang dilakukan peneliti dengan terlibat dalam kegiatan 

di tempat penelitian dan memposisikan diri sebagai pengamat 

(Haryono, 2020). Pada penelitian ini peneliti mengamati 

berlangsungnya kegiatan komunikasi di Humas Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

c. Dokumentasi 

Louise Gottschalk dalam (Haryono, 2020) menyatakan 

bahwa dokumentasi memiliki pengertian yang lebih luas berupa 

setiap proses pembuktian berdasarkan jenis sumber apapun, baik 

yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, maupun arkeolgis. Pada 

penelitian ini dokumentasi diperoleh dari arsip atau dokumen 

yang dapat diakses di Humas Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta seperti surat masuk dan surat keluar, jadwal harian, 

dan buku laporan harian.  
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4. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

a. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memeilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses 

berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi.  

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dari hasil 

wawancara kepada informan, hasil observasi dan dokumentasi 

yang berkaitan dengan sistem informasi organisasi Humas 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di era pandemi Covid-

19. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan atar kategori, flowerchart dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 
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memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.  

Pada penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk 

uraian teks naratif yang menjelaskan mengenai sistem informasi 

organisasi Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di 

era pandemi Covid-19. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verivikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis 

atau teori. Data display bila telah didukung oleh data-data yang 

mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. 

Pada penelitian ini kesimpulan harus sesuai dengan tujuan 

penelitian, yaitu untuk menganalisis sitem informasi sistem 

informasi organisasi pada Humas Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta di era pandemi Covid-19 dan untuk menganalisis 

faktor penghambat dan pendukung pada sistem informasi 

organisasi Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di 

era pandemi Covid-19. 

5. Uji Keabsahan Data 

a. Uji Kredibilitas 



 

35 
 

Dalam uji kredibilitas, penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2015).  

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan ulang derajat 

kepercayaan informasi dengan mewawancarai narasumber yang 

berbeda dengan subjek penelitian yaitu Kepala Biro Umum, Humas, 

dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. 

Imam Pratanadi, M.T untuk mengecek ulang data yang telah peneliti 

peroleh dari para pegawai Humas Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

b. Uji Dependabilitias 

Suatu penelitian yang realibel adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam 

penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan 

peninjauan terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 

2015). Dalam uji dependabilitas, peneliti melakukan peninjauan 

dengan cara berkonsultasi kembali dengan pembimbing untuk 

mengurangi kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan proses 

selama dilakukannya penelitian. 

  



 

81 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sistem 

informasi organisasi Humas Pemerintah DIY di era pandemi Covid-19 dan 

untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung pada sistem 

informasi organisasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada bab sebelumya, berikut 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan: 

1. Sistem informasi organisasi Humas Pemerintah DIY di era 

pandemi Covid-19 memiliki perbedaan dari sistem informasi 

organisasi sebelumnya. Walaupun terdapat perbedaan pada 

sistem tersebut kegiatan komunikasi tetap dapat berjalan dengan 

berbagai penyesuaian yang dilakukan oleh setiap anggota humas 

dalam memproses informasi dari awal informasi tersebut masuk 

ke dalam Humas Pemerintah DIY, pemilahan informasi 

berdasarkan kepentingan masyarakat saat ini, analisis pada 

setiap informasi yang penting, dan pengolahan pada hasil 

analisis informasi sehingga informasi tersebut layak dibagikan 

kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 

informasi organisasi Humas Pemerintah DIY di era pandemi 

Covid-19 berjalan cukup baik. 
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2. Terdapat tiga faktor penghambat dan pendukung pada sistem 

informasi organisasi Humas Pemerintah Daerah DIY di era 

pandemi Covid-19. Ketiga faktor penghambat pada sistem 

tersebut memiliki potensi yang dapat menghambat kegiatan 

komunikasi anggota humas dalam memproses informasi, tetapi 

anggota humas memiliki solusi yang dapat dilakukan sehingga 

terdapat penyelesaian pada setiap faktor penghambat yang ada. 

Ketiga faktor pendukung pada sistem tersebut menjadi dorongan 

besar bagi anggota humas dalam memproses informasi di era 

pandemi Covid-19.  

B. Saran 

Setelah menyelesaikan penelitian tentang organizational 

information pada Humas Pemerintah DIY di era pandemi Covid-19, peneliti 

ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat 

untuk pihak terkait. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada proses pengurangan ketidakjelasan suatu informasi 

terdapat tahap penyimpanan. Di tahap penyimpanan ini, sebisa 

mungkin Humas Pemerintah DIY menyimpan seluruh kegiatan 

yang dilakukan pada lingkungan informasi untuk mengurangi 

ketidakjelasan pada suatu informasi juga aturan dan siklus pada 

sistem informasi organisasi yang berhasil dijalankan di era 

pandemi Covid-19 karena hal tersebut memungkinkan dapat 
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berguna di masa yang akan datang. Seperti penggunaan dan 

pemanfaatan berbagai aplikasi berbasis daring yang dapat 

digunakan di masa depan guna menunjang proses pengurangan 

ketidakjelasan suatu informasi yang dilakukan oleh anggota 

Humas Pemerintah DIY.  

2. Setiap anggota Humas Pemerintah DIY hendaknya 

memaksimalkan penggunaan aturan dan siklus yang ada dalam 

melakukan proses pengolahan informasi dalam mengurangi 

ketidakjelasan pada informasi yang diterima agar informasi-

informasi tersebut menjadi sebuah informasi yang absah dan 

layak untuk disebarluaskan dan dibagikan kepada masyarakat. 

 

Selain itu, terdapat saran dari Kepala Biro Umum, Humas, dan 

Protokol Sekretariat Daerah DIY Drs. Imam Pratanadi, M.T pada Humas 

Pemerintah DIY yaitu anggota humas dalam melakukan analisis media 

monitoring menggunakan sistem terbaru yaitu sistem intelligence media 

management. Dimana pada sistem tersebut anggota humas dapat melakukan 

pengawasan 24 jam terhadap media baik itu media elektronik, media cetak, 

maupun media online. Kemudian dari hasil pengawasan tersebut anggota 

humas dapat mengumpulkan konten dari berbagai media yang berisi kajian 

secara lengkap dan detail terhadap keseluruhan informasi dalam konten 

tersebut.  
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